
Disusun Oleh:  

EINVRI ARDIAN 21108125 



Tahun 

Pajak 

SPT yang 

Masuk Total Wajib Pajak 

terdaftar 

Rasio Kepatuhan Terhadap 

Jumlah Wajib Pajak  Terdaftar 

2009 32.070 67.813 47,29 % 

2010 38.339 83.670 45,82 % 

2011 29.600 67.831 43,63% 

Tingkat Kepatuhan SPT di KPP Pratama Bandung Karees  



Kepatuhan masyarakat Indonesia dalam membayar pajak masih sangat rendah jika dibandingkan 

dengan negara lainnya di Asia Tenggara. (Rinella Putri : 2008). Rendahnya kondisi kepatuhan wajib 

pajak di Indonesia, ditunjukkan dengan masih sedikitnya wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak 

badan yang terdaftar sebagai wajib pajak serta sedikitnya wajib pajak yang terdaftar yang melaporkan 

kewajiban perpajakannya. Departemen Keuangan menyatakan bahwa jumlah wajib pajak resmi di 

Indonesia secara keseluruhan masih sangat sedikit. Data di tahun 2007 menunjukkan jumlah wajib 

pajak badan hanya 1,35 juta dan wajib pajak orang pribadi hanya 5,14 juta. Jumlah ini terlampau kecil 

bila dibandingkan dengan total usia produktif di Indonesia yang mencapai 170 juta. Untuk tahun 2011 

saja terdapat 67 persen dari empat juta pemilik NPWP dilaporkan tidak menyerahkan SPT pajak. 

Kondisi itu terjadi antara lain diduga karena mereka kecewa terhadap pelayanan yang diberikan 

petugas pajak. (Darmin Nasution : 2011) 

 



Self Assessment System 
Masalah yang dihadapi KPP bahwa Wajib Pajak sudah membayar pajak, tetapi masih timbul kebingungan 

para Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, wajib pajak sering tidak menyampaikan SPT 

tepat waktu. 

 

Kualitas Pelayanan 
Kurangnya sosialisasi dari pegawai pajak, dan terkadang informasi yang diberikan kurang jelas dan sulit 

dimengerti oleh wajib pajak serta sifat yang berbeda-beda yang dimiliki wajib pajak, sehingga dalam 

memberikan informasi kepada wajib pajak mengalami kesulitan. Selain itu petugas pajak tidak memberikan 

kenyamanan wajib pajak dalam memperoleh layanan.  

 

Kepatuhan Wajib Pajak 
Wajib pajak sering tidak menyampaikan SPT tepat waktu, SPT yang di sampaikan pun tidak semuanya 

sesuai dengan kebenaran, terkadang SPT yang disampaikan wajib pajak tidak sesuai dengan kenyataannya.  
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Keterkaitan Self Assessment System dan Kualitas Pelayanan Terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak 

Teori pendukung pengaruh Self Assessment System dan kualitas pelayanan pajak 
terhadap kepatuhan wajib pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:135) menjelaskan : 

“Kinerja pelayanan yang baik harus tetap diperhatikan oleh DJP untuk 
dimungkinkannya diperoleh manfaat ganda apabila dikombinasikan dengan unsur self 
assessment system untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan bagi Wajib Pajak dan 
secara tidak langsung akan meningkatkan penerimaan pula”. 

 

Keterkaitan Self Assesment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  

Teori pendukung self assessment system terhadap kepatuhan wajib pajak menurut 
Siti Kurnia Rahayu (2010:138) menjelaskan bahwa : 

“Kepatuhan memiliki kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang 
punggung self assessment system. Wajib pajak bertanggung jawab menetapkan 
sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar 
dan melaporkan pajak tersebut”. 

 

 



Penelitian yang dilakukan Tarjo & Indra Kusumawati. (2006) terhadap pelaksanaan self 
assessment system di Bangkalan menemukan bahwa self assessement system di 
Bangkalan belum terlaksana dengan baik. Karena Wajib Pajak masih banyak yang tidak 
menghitung sendiri pajak terutangnya.  

 

Keterkaitan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  

Teori pendukung pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 
menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:135) menjelaskan : 

“Kinerja pelayanan yang baik harus tetap diperhatikan oleh DJP untuk 
dimungkinkannya diperoleh manfaat ganda apabila dikombinasikan dengan unsur self 
assessment system untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan bagi Wajib Pajak dan 
secara tidak langsung akan meningkatkan penerimaan pula”. 

Sama seperti yang disampaikan oleh Chaizi Nasucha (2004:273) menjelaskan bahwa: 

“Tolak ukur keberhasilan reformasi perpajakan adalah tercapainya peningkatan 
pelayanan pajak dan penerimaan serta kesejahteraan langsung atau tidak langsung 
berdampak pada kepatuhan masyarakat (wajib pajak)”. 

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan Ni Luh Supadmi (2009) tentang peningkatan 
kepatuhan wajib pajak melalui kualitas pelayanan bahwa terdapat hubungan yang positif 
antara efektifitas layanan informasi dengan sikap ketaatan membayar pajak.  

 

 

 



No Indikator Skor 

Aktual 

Skor 

Ideal 

% Kategori 

1 Mendaftar 1213 1500 80,86  Baik 

2 Menghitung 1209 1500 80,6 Baik 

3 Menyetor 1014 1500 67,6 Cukup Baik 

4 Melapor 1004 1500 66,93 Cukup Baik 

  Total 4440 6000 74% Baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Mengenai Self Assesment System 

No Indikator Skor 

Aktual 

Skor 

Ideal 

% Kategori 

1 Ketepatan Waktu Pelayanan 903 1000 90,3 Sangat Baik 

2 Akurasi Pelayanan 925 1000 92,5 Sangat Baik 

3 Keramahan dalam memberikan 

pelayanan 

648 1000 64,8 Cukup Baik 

4 Tanggung Jawab 625 1000 62,5 Cukup Baik 

5 Kelengkapan 650 1000 65,0 Cukup Baik 

6 Kemudahan untuk Mendapatkan 

Pelayanan 

915 1000 91,5 Sangat Baik 

7 Kenyamanan Dalam memperoleh 

layanan 

671 1000 67,1 Cukup Baik 

  Total 5337 7000 76,24% Baik 

Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Mengenai Kualitas Pelayanan 



No Indikator Skor 

Aktual 

Skor 

Ideal 

%  Kategori 

1 Tepat waktu penyampaian SPT 590 1000 59% Cukup Baik 

2 Kebenaran perhitungan pajak 903 1000 90.3 % Sangat Baik 

3 Tepat waktu membayar pajak 611 1000 61.1% Cukup Baik 

4 Tidak memiliki tunggakan pajak 903 1000 90.3% Sangat Baik 

5 Tidak melanggar peraturan 

perpajakan 

654 1000 65.4% Cukup Baik 

6 Tidak pernah dijatuhi hukuman 

pidana 

933 1000 93.3% Sangat Baik 

7 Hasil audit laporan keuangan 686 1000 68,6% Baik 

8 Pembukuan sesuai perpajakan 634 1000 63,4% Cukup Baik 

  Total 5898 8000 73.7% Baik 

Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak  

Perhitungan: Skor Ideal = Jumlah pertanyaan * Nilai tertinggi * Jumlah Responden 



Akumulasi tanggapan responden mengenai Self Assessment System di KPP 

Pratama Bandung Karees sebesar 74%, hal ini menunjukkan bahwa Self Assessment 

System pada umumnya telah baik. Begitu pula tanggapan responden mengenai 

Kualitas Pelayanan sebesar 76,24% dan tingkat Kepatuhan wajib Pajak sebesar 

73,7% juga termasuk dalam kategori baik. Akan tetapi masih masih harus ditingkatkan 

lagi sosialisasi dan pelayanan terhadap wajib pajak guna  meningkatkan Kepatuhan 

Wajib Pajak. 



Mapping Fenomena, Indikator, Kuesioner, dan Hasil 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





Pengaruh Self Assessment System dan Kualitas Pelayanan Berpengaruh Secara 

Simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

 

 

 

 

 
 

Dari hasil uji F di atas menunjukkan bahwa nilai Fhitung sebesar 47,334 dan Ftabel sebesar 3,09.  Karena 

Fhitung lebih besar daripada Ftabel, dan nilai p-value adalah 0.00 (sig) lebih kecil dari alpha 0.05 (confidence 

interval), maka dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi secara keseluruhan adalah signifikan pada tingkat 

5%, dimana Ho tidak diterima dan H1 diterima.  

Terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara self assessment system dan kualitas 

pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Karees.  Hai ini berarti bisa di 

generalisasikan untuk populasi secara keseluruhan sehingga self assessment system dan kualitas pelayanan 

dapat digunakan untuk memprediksi perubahan kepatuhan wajib pajak. 

 



Pengaruh Self Assessment System dan Kualitas Pelayanan Berpengaruh Secara 
Parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil uji t di atas menunjukkan bahwa nilai t tabel sebesar 1.66071 dan nilai t hitung  untuk 
sistem self assesment sebesar  1,047. Karena t hitung ≤  t tabel, dan nilai p-value adalah 0.298 (sig) 
lebih besar dari alpha 0.05 (confidence interval), artinya pengaruh yang terjadi antara variabel  sistem 
self assessment terhadap  kepatuhan wajib pajak adalah  pengaruh positif tidak signifikan. 

Hasil statistik  t  hitung untuk kualitas pelayanan  sebesar     8.258 dan  t tabel sebesar 1,97273  . 
Karena t hitung ≥    t tabel, maka H1 ada di daerah penerimaan, dan nilai p-value adalah 0,000 (sig) 
lebih kecil dari alpha 0.05 (confidence interval), artinya pengaruh yang terjadi antara variabel kualitas 
pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah pengaruh positif  signifikan. 

 

 



Tidak signifikannya penelitian ini dikarenakan memiliki keterbatasan dalam penelitian yang 
dilakukan, antara lain: 

 

1. Data penelitian ini dihasilkan dari instrumen yang mendasarkan pada persepsi jawaban 
responden. Hal ini akan menimbulkan masalah jika persepsi responden berbeda dengan 
keadaan sesungguhnya  

2. Responden penelitian ini terbatas pada wajib pajak di KPP Pratama Bandung Karees, 
dimana kemungkinan penelitian ini akan menunjukkan hasil yang berbeda pada para 
responden KPP di daerah lain. 

3. Penelitian ini hanya dilakukan pada satu daerah Kota Bandung saja, sehingga tidak dapat 
digeneralisasi.  

4. Penelitian ini hanya dilakukan pada satu waktu (Crossection), sehingga peneliti tidak 
dapat melihat perbedaan baik itu peningkatan maupun penurunan ataupun kenaikan 
kepatuhan wajib pajak dari KPP Bandung dengan menggunakan variabel pengukuran 
yang sama.  

5. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya merupakan sebagian kecil dari 
variabel yang mempengaruhi  kepatuhan wajib pajak. Ini terbukti dengan rendahnya 
koefisien determinasi dari hasil penelitian ini.  

 



1. Self assessment system di KPP Pratama bandung Karees belum berjalan sesuai dengan 
peraturan yang di tetapkan oleh DJP. Hal ini terlihat dari besarnya hubungan self assessment 
system termasuk ke dalam kategori cukup baik. Hal ini disebabkan rendahnya wajib pajak yang 
menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Untuk kualitas pelayanannya sudah 
berjalan sesuai dengan peraturan yang di tetapkan DJP. Hal ini terlihat dari besarnya hubungan 
kualitas pelayanan termasuk ke dalam kategori kuat. Hal ini disebabkana ketepatan waktu 
pelayanan, akurasi pelayanan dan kemudahan  untuk mendapatkan pelayanan yang sudah baik. 
Sedangkan untuk kepatuhan wajib pajaknya belum memiliki kepatuhan wajib pajak yang tinggi. 
Hal ini terlihat dari rendahnya jumlah Wajib Pajak yang menyampaikan SPT nya, dan belum 
tercapainya target yang kepatuhan wajib pajak yang di harapkan.  

2. Berdasarkan hasil uji secara keseluruhan atau uji kecocokan model dapat disimpulkan bahwa 
secara bersama-sama variabel bebas (self assessment system dan kualitas pelayanan) 
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil pengujian diperoleh 
bukti empiris bahwa variabel self assessment system berpengaruh positif dan secara statistik 
berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.  Hasil ini mendukung penelitian 
yang menyatakan  self assessment system berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Sedangkan hasil regresi diperoleh bukti empiris bahwa variabel kualitas pelayanan berpengaruh 
positif, namun secara statistik signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini sesuai 
dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya yang menyimpulkan hasil bahwa kualitas 
pelayanan mempunyai pengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak pada 
KPP.  

 



1. Self assessment system, hendaknya lebih ditingkatkan terutama dalam hal 

menyetor dan melaporkan SPT  pada wajib pajak, agar patuh untuk memenuhi 

kewajiban perpajakannya. Sedangkan kualitas pelayanan pajak, petugas pajak 

hendaknya lebih ditingkatkan lagi respon pelayanannya terhadap wajib pajak 

dalam melayani permasalahan wajib pajak, melengkapai sarana dan prasarana 

pendukung dan lebih bertanggungjawab atas pelayanan yang diberikan kepada 

wajib pajak. 

2. Kepatuhan wajib pajak, agar Direktorat Jenderal Pajak selaku instansi perpajakan 

untuk lebih mensosialisasikan kepada wajib pajak agar tingkat pengembalian SPT 

menjadi lebih baik. 

 


